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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan
Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,

sebagai "Pemohon”;
melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi

Banten, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

02 Januari 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor

0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon vyang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2013, di hadapan
Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
rrk [k X 11/2013;
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2. Bahwa setelah menikah Pemohondan Termohon hidup berumah tangga

terakhir tinggal di alamat Pemohon;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai

anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,

namun kurang lebih sejak tahun 2016, kehidupan rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh

hal-hal sebagai berikut:
4.1. Termohon merasa kurang nafkah lahir yang diberi Pemohon;
4.2. Pemohon sudah mentalak Termohon;
4.3. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon

dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun
2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan

tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat
dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin

dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah

tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah
tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila

gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada
Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang

Selatan, untuk dicatat perceraiannya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cg.
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Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk
menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
Primer:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
b. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak

terhadap Termohon (Termohon);
c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk

mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal
Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;
d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun
menurut relaas panggilan nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 08 Januari
2018 dan 25 Januari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak
ternyata bahwa ketidakhadirannnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang
sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan
dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor 471.13/04.200-
DISDUKCAPIL/2017, tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti
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surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/X]|/2013, tanggal 09

Deember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut :
1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga,
bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Saksi

menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan

Pemohon dan juga kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang

menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah

tangga terakhir di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai

keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah mulai tidak

harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis karena Termohon sudah

tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon selaku suaminya, Termohon
juga selalu menuntut lebih terhadap penghasilan Pemohon, selain itu
Pemohon sudah menjatuhkan talak secara dibawah tangan kepada
Termohon, sehingga akibatnya hubungan antara Pemohon dan

Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan

Oktober tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali

membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak
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keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras

ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan mereka;
2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga,

bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Saksi

menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan

Pemohon dan juga kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang

menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah

tangga terakhir di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai

keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah mulai tidak

harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis karena Termohon sudah

tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon selaku suaminya, Termohon
juga selalu menuntut lebih terhadap penghasilan Pemohon, selain itu
Pemohon sudah menjatuhkan talak secara dibawah tangan kepada
Termohon, sehingga akibatnya hubungan antara Pemohon dan

Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan

Oktober tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali

membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak
keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras

ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada
pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan
apapun dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkaturaian putusan, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian,
Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon
agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal
31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun
1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon
yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di
wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49
ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Unang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara absolute menjadi
kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan
Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada
posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti
bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah
sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus
dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo
(persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon

dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak
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terhadap Termohon telah mendalilkanalasan yang pada intinya sebagai

berikut:

e Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,
namun kurang lebih sejak Tahun 2016, kehidupan rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan
Termohon merasa kurang nafkah lahir yang diberi Pemohon, Pemohon
sudah mentalak Termohon dan Termohon tidak patuh dan taat kepada

Pemohon;
e Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon

dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober Tahun
2017 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi
serumah dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut
bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di
persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil
permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar
dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara
perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk
mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan
dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan
ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon
sudah tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon selaku suaminya, Termohon
juga selalu menuntut lebih terhadap penghasilan Pemohon, selain itu Pemohon
sudah menjatuhkan talak secara dibawah tangan kepada Termohon, sehingga
akibatnya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi

yang baik;
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Menimbang, bahwa kedua saksiPemohon menyampaikan keterangan
pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan
Oktober tahun 2017 dan sejak berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang
baik antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dihadirkannya kedua orang saksi
dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta
keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu
dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan
Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi,
oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim
telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang
berkepanjangan sejak bulan Maret 2014;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon
tersebut karena Termohon sudah tidak patuh dan taat lagi kepada
Pemohon selaku suaminya, Termohon juga selalu menuntut lebih terhadap
penghasilan Pemohon;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2017
sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat
tinggal;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar
rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majlis Hakim mengemukakan doktrin pakar hukum
Islam sebagaimana termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith
Thalaag Juz | halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim
sebagai berikut:
cloYs wlai g gais pls izl 8L> wlniai gz Gl Lollai e, ls] 235
ol Gle oS Ol olise L lraiwdl OY Toy 1t o Bugo arzssll dlall uai cuss
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“Islam memilih lembaga talaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian
dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang
berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat
keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak
melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka
permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana
ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Tigaraksa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai
Pencatat Nikah di wilayah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan
tempat dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon yang telahdipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Tigaraksa;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan
Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018
Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 H, oleh kami Drs.
Alaidin, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. lhsan, M.H. dan A. Mahfudin,
S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh
para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.HI.
sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Drs. H. Ihsan, M.H. A. Mahfudin, S.Ag, M.H.

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
Biaya ATK Perkara :Rp. 50.000,-

aogrONRE

Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
Biaya Redaksi ' Rp. 5.000,-
Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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